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Pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan untuk menunjang pel aksanaan tugas pemerintahan yang
tahapannya diawali dengan penentuan kebutuhan, pemilihan penyedia barang/jasa, pembentukan kontrak
dengan penyedia barang/jasaterpilih, sasmpa pada pemenuhan hak dan kewajiban sebagai bentuk
pelaksanaan kontrak. Dalam pembentukan kontrak, terdapat percampuran antara elemen publik dengan
elemen privat sehingga untuk sahnya kontrak yang dibuat harus mengacu pada ketentuan dalam Keppres
No. 80 Tahun 2003 beserta perubahan-perubahannya tentang Pedoman Pel aksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dan juga mengacu kepada ketentuan KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Perjanjian
dengan pemerintah membuat kedudukan antara para pihak tidak seimbang sehingga penerapan asas
keseimbangan sangat diperlukan untuk mengimbangi kedudukan pemerintah yang kuat.

Dalam skripsi ini, pembahasan difokuskan pada masalah keabsahan pembentukan kontrak, masalah
diterapkannya asas keseimbangan dalam perjanjian, serta masalah pelaksanaan kontrak. Penelitian ini adalah
penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa kontrak yang dibuat
oleh para pihak adalah sah karena pembentukannya telah memenuhi ketentuan dalam Keppres No. 80/2003
beserta perubahannya dan memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdata; Komisi Kepolisian
Nasional telah berupaya menerapkan asas keseimbangan; pelaksanaan kontrak berupa pemenuhan hak dan
kewajiban dalam pengadaan jasa yang tidak lain berjenis perjanjian pemborongan, telah dilaksanakan
dengan baik oleh para pihak, meskipun cara pemenuhannyatidak sepenuhnya sesuai dengan apayang tertera
dalam kontrak.

...... Procurement of goods or servicesis an activity to support the implementation of Government task which
stages beginning with the determination of needs, the selection of goods or services provider, the
engagement in a contract with provider of goods/services selected, until the fulfillment of rights and
obligations as aform of the implementation of the contract. In establishing the contract, there is combination
between the public elements and private elements, so that for the validity of a contract should refer to the
provisions of Presidential Decree No. 80 Y ear 2003 and its amendment on Guidelines for Implementasion of
Government Procurement of Goods or Services and aso refersto the provisions of Civil Code regarding the
legal conditions of the agreement. The engagement in a contract with the Government makes the position
between the parties is not balanced, so that the application of the principle of fairness manner is neccesary to
counterbal ance the strong position of the Government.

In this thesis, the discussion focused on the issue of validity of the contract, than the problem of application
the principle of fairness manner in the agreement, and the issue of implementation of the contract. This
research is normative and descriptive analytic nature. The result in this paper concludes that the contract
made by the partiesis valid because its formulation has been compliant with the provisions of Presidential
Decree No. 80 Y ear 2003 and its amendments and than the legal conditions of the agreement in Civil Code;
Komisi Kepolisian Nasional has attempted to apply the principle of fairness manner; execution of the
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contract (fulfillment of rights and obligations) in procurement of services activity which issimilar as
contracting agreement, has been implemented properly by the parties although the way of it fulfillment is
not wholly in accordance with what is specified in the contract.



